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Abstract

The purpose of this study were to examine emprically: 1) the influence of religiosity toward the tax
evasion, 2) is there a difference between a high detection rate and the lower one toward the demand to do a tax
evasion. This research was used quantitative approach and a quasi-type experimentation. The type of data is
primary data. The population was the students of the State University of Padang and the University of Andalas.
The sample was 173 respondents and the sampling was done with sampling purposive technique with several
criterias. Statistical analysis of simple regression was used for the first hypothesis as well as statistical analysis
One-way ANOVA for the second hypothesis.

The results showed that: 1) religiosity had an impact nagatively and significantly toward the tax
evasion. If someone had a high religiosity then they would tend to have higher tax compliance. 2) There was a
difference between a high detection rate and the lower one toward the demand to do a tax evasion. If the
detection of the fraudulent tax was getting high, then the tax evasion would be decreased.
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PENDAHULUAN

Pajak merupakan alat bagi pemerintah
dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan
penerimaan, baik yang bersifat langsung
maupun tidak langsung dari masyarakat guna
membiayai  pengeluaran  rutin  serta
pembangunan  nasional dan  ekonomi
masyarakat. Dengan pentingnya pajak bagi
negara maka diharapkan penerimaan pajak
meningkat setiap tahunnya agar perencanaan
pembangunan terus berlanjut, untuk itu peran
serta wajib pajak dalam sistem pemungutan
pajak sangat menentukan tercapainya
penerimaan pajak.

Direktorat Jendral Pajak (DJP), sebagai
pengelola  administrasi  perpajakan  di
Indonesia selalu berusaha untuk
meningkatkan penerimaan pajak guna untuk
pembangunan nasional dan mensejahterakan
rakyat. Namun, wajib pajak merasa bahwa
pajak yang dibayarkan belum sepenuhnya
dirasakan untuk kepentingan umum dan
wajib pajak sendiri menganggap bahwa
pajak merupakan suatu beban bagi mereka,
karena pemerataan pembangunan yang
belum maksimal menyebabkan rakyat
enggan membayarkan kewajiban pajaknya,
sehingga wajib pajak berusaha mencari cara

1

untuk mengurangi beban pajak yang harus

dibayar kepada negara, Vyaitu dengan
melakukan perlawanan aktif.
Menurut Mardiasmo (2011:8)

perlawanan aktif pajak meliputi segala usaha
dan tindakan yang secara langsung ditujukan
kepada fiskus dengan tujuan  untuk
menghindari pajak. Terdapat dua bentuk
perlawanan pajak yaitu penghindaran pajak
(tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax
evasion). Kedua jenis perelawanan pajak ini
berbeda, namun sama-sama mengurangi
jumlah pendapatan pajak pemerintah.

Penghindaran pajak dapat diartikan
sebagai suatu keinginan untuk memperkecil
beban pajak dengan memanfaatkan celah
ketentuan  perpajakan  suatu  negara,
sedangkan. penggelapan pajak diartikan
sebagai suatu cara meminimalkan beban
terutang pajak dengan cara melanggar
ketentuan perpajakan. Penggelapan pajak
dilakukan dengan melanggar peraturan
undang-undang perpajakan, sehingga
dikatakan ilegal seperti tidak melaporkan
sebagian pendapatan mereka.

Namun, Kkecurangan pajak dapat
menjatuhkan pendapatan suatu negara dan
berkonsekuensi pada perekonomian negara.



Negara akan mengalami kerugian yang
sangat besar dengan adanya tindakan
penggelapan pajak, karena dengan tidak
tersedianya dana yang siap digunakan

mengakibatkan banyaknya sektor
pengeluaran negara yang mengalami
hambatan. Supaya tidak menghambat

perencanaan pembangunan yang dilakukan
negara, maka penggelapan pajak harus
segera diatasi.

Isu penggelapan pajak dianggap sebagai
salah satu perhatian utama bagi kebanyakan
pemerintah di dunia dan telah menjadi fokus
dari banyak peneliti. Banyaknya penelitian
terbaru  mengenai  kepatuhan  pajak
menekankan pentingnya menjelajahi nilai-
nilai internal yang berasal dari diri individu,
salah satu faktor non ekonomi yang telah
diabaikan oleh sebagian besar peneliti dan
harus diteliti lebih lanjut adalah religiusitas
(Mohdali dan Pope, 2014). Nilai-nilai agama
yang dipegang oleh sebagian besar individu
umumnya diharapkan secara  efektif
mencegah sikap negatif dan mendorong
sikap positif dalam kehidupan sehari-hari
individu, dan karenanya religiusitas dianggap

memotivasi wajib pajak untuk secara
sukarela mematuhi peraturan pajak (Torgler,
2006).

Religiusitas  merupakan  keyakinan

kepada Tuhan diikuti dengan komitmen
untuk mengikuti aturan yang diyakini dan

yang telah ditetapkan. Dengan adanya
keyakinan kepada Tuhan didalam diri
seseorang  dapat  dipercaya = mampu

mengontrol diri dari tindak kecurangan.
Sebagian besar penduduk Indonesia

terutama di daerah Sumatera  Barat
(Minangkabau) adalah beragama Islam.
Masyarakat Minangkabau merupakan

penganut agama Islam yang taat, mereka
boleh dikatakan tidak mengenal unsur-unsur
kepercayaan lainnya. Kelompok etnis
masyarakat Minangkabau mempunyai adat
istiadat dan falsafah hidup dari masyarakat
Minang, seperti yang tertuang dalam salah

satu prinsip hidup mereka yaitu “Adat
basandi syara’, syara’ basandi kitabullah”
Filosofi hidup tersebut membuat orang
Minang memiliki praktik tersendiri dalam

melakukan  berbagai  aktivitas, tidak
terkecuali aktivitas ekonominya.

Walaupun wajib pajak telah
mendapatkan kepercayaan untuk
memperhitungkan, membayar dan

melaporkan pajaknya sendiri (self assessment
system), penegakan hukum (law
enforcement) tetap dibutuhkan dalam rangka
mengawasi pelaksanaan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan perpajakan.
Salah satunya adalah melalui pemeriksaan
pajak yang bertujuan untuk melihat
kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan
dan tujuan lain dalam rangka pelaksanaan
peraturan perundang-undangan.

Probabilitas pemeriksaan pajak dapat
diartikan sebagai kemungkinan dilakukannya
pemeriksaan oleh otoritas pajak. Dengan
adanya kemungkinan terdeteksinya
kecurangan yaitu kemungkinan kecurangan
yang dilakukan wajib pajak dapat dideteksi
oleh para pemeriksa pajak dapat mengurangi
keinginan seseorang untuk bertindak curang.
Melalui pemeriksaan pajak yang tinggi,
maka kemungkinan wajib pajak melakukan
penggelapan pajak akan semakin sedikit.

Penelitian terdahulu terkait religiusitas
dan penggelapan pajak di Indonesia telah
dilakukan oleh beberapa riset dalam konteks
yang berbeda, penelitian terdahulu meneliti
pengaruh religiusitas secara umum terhadap
penggelapan pajak, seperti penelitian yang
dilakukan oleh  Basri (2014) vyang
mengatakan bahwa religiusitas berpengaruh
terhadap penggelapan pajak, religiusitas
yang tinggi menyebabkan etika yang lebih

tinggi  sehingga  menurunkan  tingkat
penggelapan pajak.
Hasil  penelitian  sejalan  dengan

beberapa penelitian seperti penelitian yang
dilakukan oleh Mohdali dan Pope (2014)
bahwa religiusitas berpengaruh terhadap



kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan
oleh Boone et al, (2013) yang menyimpulkan
bahwa religiusitas adalah penentu signifikan
kecurangan  pajak.  Sedangkan  hasil
penelitian Torgler (2006) menunjukkan hasil
yang sama vaitu religiusitas  dapat
menimbulkan semangat pajak. Namun,
berbeda dengan penelitian yang dilakukan
oleh Dharma (2016) melakukan penelitian
pada mahasiswa ekonomi, hukum dan
psikologi pada tiga universitas yang ada di
Riau. Hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa religiusitas tidak berpengaruh pada
penggelapan pajak.

Pemeriksaan pajak dapat mengurangi
penggelapan pajak yang dilakukan oleh
wajib pajak. Hal ini sejalan dengan
penelitian terdahulu, menurut Ayu dan
Hastuti  (2009) persentase kemungkinan
suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai
dengan aturan perpajakan dapat melihat
kecurangan yang dilakukan wajib pajak
berpengaruh pada penggelapan pajak.
Hasibuan (2014) dan Pulungan (2015) juga
menemukan hasil penelitian yang sama, yaitu
dengan adanya pemeriksaan pajak yang
dilakukan dengan sistem yang baik membuat
wajib pajak akan merasa takut untuk
melakukan penggelapan pajak, karena wajib
pajak merasa lebih dikontrol dengan adanya
pemeriksaan tersebut, sehingga penggelapan
pajak menurun.

Penelitian ini memberikan kontribusi
untuk literatur yang berkembang dengan
menyarankan  pentingnya  kepercayaan
kepada Tuhan yang dapat berfungsi sebagai
mekanisme  sosial untuk  mengurangi
penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan
pengembangan penelitian yang diteliti di
Indonesia  untuk  melihat  pengaruh
kepercayaan kepada Tuhan dan keyakinan
spritual dalam menentukan sejauh mana
wajib pajak mematuhi peraturan dan hukum
mengenai kewajiban pajak. Sejauh ini di
Indonesia, penelitian yang serupa masih
terbilang sedikit. Beberapa peneliti terdahulu

meneliti pengaruh religiusitas secara umum
terhadap penggelapan pajak. Sedangkan
penelitian ini lebih fokus kepada bagaimana
pengaruh religiusitas dalam konteks Islam
terhadap penggelapan pajak di Indonesia
terutama di daerah Sumatera Barat
(Minangkabau), karena mayoritas
masyarakat minangkabau beragama Islam.

Berdasarkan uraian diatas, maka
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
yang berjudul “Pengaruh Religiusitas dan
Detection Rate terhadap Penggelapan
Pajak”.
TINJAUAN PUSTAKA
Penggelapan Pajak

Mardiasmo (2011:9) mengatakan tax
evasion atau penggelapan pajak adalah
keinginan wajib pajak yang berusaha
mengurangi utang pajaknya dengan cara

melanggar peraturan undang-undang
perpajakan yang berlaku.
Pada umumnya, ukuran kepatuhan

memenuhi kewajiban perpajakan biasanya
diukur dan dibandingkan dengan besar
kecilnya penggelapan pajak (tax evasion)
yang bertujuan untuk meminimalkan beban
pajak, melalui beberapa cara antara lain

melalui pengecualian-pengecualian,
pengurangan-pengurangan, insentif pajak,
penghasilan yang bukan objek pajak,
penangguhan  pengenaan pajak, pajak

ditanggung negara sampai kepada kerja sama
dengan aparat perpajakan, suap-menyuap
dan pemalsuan-pemalsuan.

Penyebab wajib pajak melakukan
penggelapan  pajak diantaranya adalah
fitrahnya penghasilan yang diperoleh wajib
pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya, pada saat telah
memenuhi  ketentuan perpajakan timbul
kewajiban pemabayaran pajak kepada

negara. Timbul konflik antara kepentingan
diri sendiri dan kepentingan negara.
Penyebab lainnya yaitu kurang menghargai
hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi
lingkungan.



Religiusitas

Glock dan Stark dalam Ancok dan
Suroso  (2004) mengatakan bahwa
religiusitas adalah keseluruhan dari fungsi
jiwa individu  mencakup  keyakinan,
perasaan, dan perilaku yang diarahkan secara
sadar dan sungguh-sungguh pada ajaran
agamanya dengan mengerjakan lima dimensi
keagamaan yang didalamnya mencakup tata
cara ibadah wajib maupun sunat serta
pengalaman dan pengetahuan agama dalam
diri individu.

Semua agama umumnya memiliki tujuan
yang sama dalam mengontrol perilaku yang
baik dan menghambat perilaku buruk.
Agama diharapkan memberikan kontrol
internal untuk pemantauan diri penegakan
dalam perilaku moral. Komitmen agama
digunakan sebagai variabel untuk mengukur
tingkat religiusitas individu berdasarkan pada
penerapan nilai-nilai agama, keyakinan dan
praktek dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor religiusitas bukan merupakan
aspek psikis bersikap instinktif, yaitu unsur
bawaan yang siap pakai. Religiusitas juga

mengalami proses perkembangan dalam
mencapali tingkat kematangannya.
Religiusitas tidak luput dari berbagai
gangguan yang dapat mempengaruhi

perkembangannya. Pengaruh tersebut baik
yang bersumber dalam diri seseorang
maupun yang bersumber dari faktor luar.
Pembangunan ekonomi dipengaruhi secara
substansial  oleh  praktek-praktek  dan
keyakinan agama (Weber, 1930). Agama dan
ekonomi diyakini bernteraksi dalam dua
arah. Arah pertama adalah sejauh mana
religiusitas merespon pembangunan
ekonomi. Arah kedua adalah sejauh mana
religiusitas mempengaruhi kinerja ekonomi.
Barro dan McCleary (2003) mengatakan
agama berfungsi untuk mendorong perilaku
tertentu. Sebagai contoh, kejujuran dan etos
kerja yang meningkatkan produktivitas
menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi

merespon positif dengan keyakinan agama
(Pope dan Mohdali, 2010).

Agama sebagai salah satu penentu
perilaku ekonomi dan demografi dengan
menekankan efek terkait dengan afiliasi
keagamaan dan bagaimana hasil positif
menjadi individu beragama yang berkaitan
dengan kesejahteraan. Hal ini diharapkan
dari aturan-aturan moral penegakan diri yang
berbasis disetiap keyakinan individu sebagai
manfaat dari agama mereka, tidak hanya
untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk
masyarakat pada umumnya. Norma-norma
sosial berbasis agama dapat berfungsi
sebagai mekanisme untuk mempengaruhi
pengambilan keputusan (Dyreng et al 2012;
Grullon et al 2010; Hilary dan Hui 2009;
McGuire et al, 2012 dalam Mohdali dan
Pope, 2014). Keyakinan agama yang kuat
diharapkan mampu untuk mencegah perilaku
ilegal melalui rasa bersalah diri, khususnya
dalam kasus penggelapan pajak (Grasmick,

Bursik, &  Cochran, 1991  dalam
Cahyonowati, 2011).
Sebagian besar penduduk Indonesia

adalah beragama Islam. Didalam agama
Islam  berkaitan dengan harta dan
penghasilan  mengajarkan umatnya untuk
membantu orang lain dengan memberikan
kontribusi atau sumbangan kepada yang
membutuhkan. Karena dalam umat Islam
terdapat kewajiban berupa zakat bagi yang
telah memenuhi syarat. Disisi lain sebagai
warga negara Indonesia, umat Islam juga
memiliki kewajiban pajak karena telah ada
undang-undang  yang  mewajibkannya.
Menyikapi kewajiban pajak berdasarkan
undang-undang, terdapat beberapa pendapat
dikalangan umat Islam dari yang pro maupun
yang kontra karena telah ada kewajiban zakat
terhadap harta dan penghasilannya. Namun,
sebagai warga negara harus mengikuti
peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah
dan konsep memberikan ditekankan menjadi
alasan lain untuk mematuhi undang-undang
pajak karena mereka percaya bahwa berkah



keuangan yang didapat dari hasil memberi
(Mohdali dan Pope, 2014).
Detection Rate

Walaupun wajib pajak telah diberikan
kepercayaan  untuk  memperhitungkan,
membayar dan melaporkan pajaknya sendiri
(self assessment system), penegakan hukum
(law enforcement) tetap diperlukan dalam
rangka mengawasi pelaksanaan kepatuhan
terhadap peraturan  perundang-undangan
perpajakan. Salah satunya adalah melalui
pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dan tujuan lain dalam rangka
pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan pajak merupakan
serangkaian  kegiatan  untuk  mencari,
mengumpulkan, mengelola data dan atau
keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan. Dengan pemeriksaan pajak maka
terdapat kemungkinan terdeteksinya
kecurangan pajak yang dilakukan wajib
pajak. Probabilitas dilakukannya
pemeriksaan yang dihitung dari besarnya
jumlah  wajib pajak yang dilakukan
pemeriksaan pajak dibanding dengan jumlah
wajib pajak. Secara umum, penegertian dari
probabilitas temuan (detection probability)
adalah kemungkinan ditemukannya
ketidakpatuhan dan otoritas pajak akan
mencari dan memperbaiki penyimpangan
tersebut (Fischer et al. 1992). Meningkatkan
probabilitas temuan akan  menambah
kepatuhan pajak dan audit pajak merupakan
salah satu langkah efektif yang digunakan
oleh otoritas pajak (Alm 1991 dalam Fischer
et al. 1992). Individu biasanya sepenuhnya
ingin menghindari kewajiban pajak mereka
dan satu-satunya alasan mereka tidak
melakukan hal tersebut adalah adanya
peluang kemungkinan tertangkap (Chau dan
Leung, 2009). Beberapa peneliti menemukan
bahwa peningkatan resiko temuan pajak akan

mengurangi  penghindaran  pajak  dan
akhirnya akan menambah kepatuhan pajak
(Dubin dan Wilde, 1988; Franzoni, 2000;
Scholz, 2007; Cumming et al. 2009; Benk et
al. 2011).

Probabilitas pemeriksaan pajak dapat
diartikan sebagai kemungkinan dilakukan-
nya pemeriksaan oleh otoritas pajak.
Probabilitas pemeriksaan pajak merupakan
faktor yang berasal dari luar yang dilaku-kan
oleh otoritas pajak. Probabilitas pemeriksaan
pajak sangat tergantung pada otoritas pajak
dalam upaya untuk men-jalankan peraturan.
Jika otoritas pajak meningkatkan
pemeriksaan pajak, maka kemungkinan
untuk terjadinya pengge-lapan pajak akan
semakin tinggi sehingga risiko wajib pajak
untuk terungkap melakukan penggelapan
pajak akan semakin tinggi. Besarnya
probabilitas pemeriksaan serta penalti dapat
mem-pengaruhi  utilitas  wajib  pajak.
Berdasarkan teori utilitas Allingham dan
Sandmo, tingginya kemungkinan
terungkapnya penghasilan yang tidak
dilaporkan dan besarnya sanksi yang akan
ditanggung wajib  pajak menyebabkan
utilitias penghasilan yang tidak dilaporkan
wajib pajak menjadi rendah.

Kerangka Konseptual

Penggelapan pajak merupakan suatu
tindakan atau sejumlah tindakan yang
merupakan pelanggaran terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan juga
merupakan cara ilegal untuk tidak membayar
pajak  dengan  melakukan tindakan
menyimpang dalam  berbagai  bentuk
kecurangan yang dilakukan dengan sengaja.

Salah  satu  faktor yang  dapat
mempengaruhi  tindakan pajak adalah
religiusitas. Religiusitas menunjuk pada
tingkat ketertarikan individu dengan agama.
Hal ini menunjukkan individu telah
menghayati dan menginternalisasi ajaran
agamanya sehingga berpengaruh dalam
segala tindakan dan pandangan hidupnya.
Agama dipercaya dapat mengontrol perilaku



individu dari sikap yang tidak etis.
Keyakinan agama yang kuat diharapkan
mampu mencegah perilaku ilegal melalui
perasaan bersalah dalam hal penggelapan
pajak.

Selain itu kemungkinan terdeteksinya
kecurangan pajak melalui pemeriksaan pajak
juga akan mendorong wajib pajak untuk
membayar pajak. Pemeriksaan pajak yang
bertujuan  untuk  menguji  kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan
lain dalam rangka pelaksanaan peraturan
perundang-undangan. Pemeriksaan pajak
dapat meminimalkan penggelapan pajak
yang dilakukan oleh wajib pajak, karena
dapat mendeteksi kecurangan pajak.

Rerangka konseptual penelitian secara
umum dapat digambarkan pada lampiran:
Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran
penelitian di atas, dan didukung oleh teori
yang ada maka penulis membuat hipotesis
sebagai berikut:
Hi:Religiusitas  berpengaruh
terhadap penggelapan pajak.
H.:Terdapat perbedaan terhadap keinginan
menggelapkan pajak  pada  tingkat
kemungkinan terdeteksinya  kecurangan
pajak.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yang

signifikan

menggunakan pendekatan kuantitatif —dan
berjenis kuasi eksperimentasi.
Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah

mahasiswa jurusan akuntansi di Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Padang dan
Universitas Andalas yang masih aktif
terdaftar dalam tahun akademik 2017-2018.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu purposive
sampling dengan beberapa kriteria. Pertama,
mahasiswa Akuntansi S1 angkatan tahun
2014 dan 2015 yang masih aktif mengikuti
perkuliahan pada saat kuesioner disebar.

Kedua, mahasiswa yang telah mengambil
matakuliah  Perpajakan, sehingga dapat
diasumsikan bahawa mahasiswa sudah
mengetahui mengenai pajak.
Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data kuantitatif dengan skala likert.
Dalam penelitian ini jenis data yang
diperoleh adalah data subjek. . Data subjek
merupakan data penelitian yang dilaporkan
sendiri oleh responden secara individual atau
secara kelompok. Data subjek dalam
penelitian ini termasuk dalam klasifikasi
respon tertulis. Respon tertulis diberikan
sebagai tanggapan atas pertanyaan tertulis
(kuesioner) yang diajukan oleh peneliti.

Sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer. Yang
menjadi sumber data primer dari penelitian
ini adalah mahasiswa akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Padang dan
Universitas Andalas yang sesuai dengan

kriteria yang telah ditentukan melalui
penyebaran kuesioner.
Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan

teknik pengumpulan data field research
(penelitian lapangan). Teknik pengumpulan
data pada penelitian ini  menggunakan
metode survei dalam bentuk kuesioner yang
diberikan secara personal. Metode pada
penelitian ini menggunakan penyebaran
kuesioner yang telah disusun sedemikian
rupa, beberapa  pertanyaan  tertulis
disampaikan.
Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Yang menjadi variabel dependen pada
penelitian ini adalah penggelapan pajak.
Variabel ini menggunakan dua ukuran
berdasarkan hipotesis. Hipotesis pertama
menggunakan pengukuran skala likert yang
terdapat pada kuesioner B dengan enam
alternatif jawaban masing-masing diberi skor
yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Agak
Setuju (AS), Agak Tidak Setuju (ATS),
Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju



(STS). Instrumen yang mengukur
penggelapan  pajak menggunakan 18
pernyataan yang diadopsi dari penelitian
McGee (2012) yang seluruhnya merupakan

item negatif.
Untuk  hipotesis  kedua instrumen
penggelapan pajak ini diukur dengan

memberikan kuesioner berupa ilustrasi dan
kasus yang mencerminkan kepatuhan pajak
yang bertujuan untuk melihat bagaimana jika
responden dihadapkan dengan keadaan yang
sebenarnya yang terdapat pada kuesioner A.
Kasus dalam kuesioner A merujuk pada
kasus penelitian Helmy (2011) .

Variabel religiusitas diukur dengan
menggunakan kuesioner B dengan enam
alternatif jawaban masing-masing diberi skor
yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Agak
Setuju (AS), Agak Tidak Setuju (ATS),
Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju
(STS). Instrumen penelitian yang digunakan
untuk mengukur variabel tingkat religiusitas

mengadopsi  instrumen  penelitian  oleh
Krauss dan Hamzah (2011).
Detection  rate  diukur  dengan

menggunakan skor 1 s/d 5 yaitu berdasarkan
besarnya penghasilan yang dilaporkan
berdasarkan ilustrasi yang diberikan, yaitu
dengan adanya probabilitas pemeriksaan
pajak 1% (kasus 1), 5% (kasus 2) dan 25%
(kasus 3) apakah responden akan melaporkan

penghasilan ~ yang  sebenarnya  atau
menggelapkan sebagian penghasilannya.
Instrumen ini  menggunakan penelitian

Helmy (2011).
Instrumen Penelitian

Instrument  pada  penelitian ini
merupakan pengadopsian dari Helmy (2011)
dan  McGee (2012) untuk variabel
penggelapan pajak, Kraus dan Hamzah
(2011) untuk variabel religiusitas, dan Helmy
(2011) untuk variabel detection rate. Pada
penelitian ini akan digunakan 2 jenis
instrumen yaitu keusioner A dan kuesioner
B. Kuesioner ini digunakan untuk mengukur

penggelapan pajak yang merupakan variabel
dependen dalam penelitian ini.

Kuesioner A berbentuk ilustrasi
digunakan untuk membentuk pola pikir
responden agar lebih dapat merasakan
dirinya sebagai wajib pajak. llustrasi yang
disajikan adalah mengenai penghasilan yang
didapatkan seseorang dalam satu tahunnya,
dimana penghasilan tersebut terdiri atas tiga
penghasilan yang berbeda. Dua jenis
penghasilannya didapatkan dari pemberi
kerja yang memiliki hak untuk melakukan
pemotongan pajak penghasilan, sedangkan
pemberi kerja yang ketiga tidak memiliki hak
untuk melakukan pemotongan karena tidak
memiliki NPWP dan NPPKP, sehingga
wajib pajak yang harus menghitung,
memotong dan melaporkan jumlah pajak
yang terhutang adalah wajib pajak sendiri.

Pada ilustrasi ini juga disebutkan bahwa
penghasilannya itu akan dikenakan tarif
pajak progresif. Polemik yang dihadapi
adalah  bahwa  wajib pajak  harus
memaksimumkan penghasilannya. Sehingga
muncul konflik pada diri wajib pajak apakah
ia akan melaporkan jumlah penghasilannya
secara keseluruhan atau hanya sebagian
penghasilan saja yang sudah ada bukti
potongnya.

Penilaian keinginan wajib pajak untuk
patuh atau tidak, tercermin pada penghasilan
yang akan dilaporkan. Penghasilan ini akan
dilaporkan pada saat responden menjawab
tiga kasus yaitu kasus pertama jika
probabilitas pemeriksaan pajak sebesar 1%,
kasus kedua jika probabilitas pemeriksaaan
pajak sebesar 5% dan kasus ketiga yaitu saat
probabilitas pemeriksaan pajak sebesar 25%.

Kuestioner B berisi  pernyataan-
pernyataan yang menyatakan tingkat
persetujuan responden dan diukur dengan
menggunakan skala likert 1 s/d 6.
Pernyataan-pernyataan tersebut digunakan
untuk mengukur dan menilai jawaban
responden mengenai religiusitas terhadap
penggelapan pajak. Skala 1 s/d 6 digunakan



untuk menghindari jawaban netral yang
dapat mempersulit peneliti dalam melakukan
generalisasi atas jawaban responden.

Uji Hipotesis
Uji hipotesis pertama dilakukan dengan
melakukan regresi  sederhana variabel

religiusitas (independen) terhadap variabel
penggelapan (dependen) yang terdapat pada
pernyataan kuesioner B. Kemudian uji
hipotesis kedua menggunakan uji One Way
ANOVA  untuk  melihat  perbedaan
penggelapan pajak antara Detection rate
yang lebih tinggi dan yang lebih rendah.
HASIL PENELITIAN
Pengaruh Religiusitas
Penggelapan Pajak
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis
diatas, diketahui bahwa religiusitas negatif
dan signifikan terhadap penggelapan pajak.
Hal ini dapat dilihat dari hasil pengolahan
data menggunakan regresi sederhana, dari
hasil analisis pada tabel diatas dapat dilihat
nilai thing Sebesar -3,648 < tuer 1,974,

terhadap

sedangkan nilai signifikansi dari tabel
coefficients diperoleh nilai signifikansi
sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa variabel religiusitas
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
variabel penggelapan pajak.

Penelitian mengenai religiusitas dan
penggelapan pajak telah dilakukan oleh
beberapa  peneliti  sebelumnya,  hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Torgler (2006), Pope dan
Mohdali (2010), Mohdali dan Pope (2014),
Basri (2014), Utama dan Wahyudi (2016)
dan Dharma (2016). Penelitian Torgler
(2006) yang mencakup 30 negara
menunjukkan bahwa religiusitas dapat
menimbulkan semangat pajak. Mohdali dan
Pope (2014) menemukan bahwa religiusitas
atau nilai-nilai yang dipegang kuat oleh
masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan
wajib pajak dan menekankan sikap
penggelapan pajak.

Religiusitas menunjukkan
ketertarikan seseorang terhadap agama.
Religiusitas yang dimiliki telah
menunjukkan seseorang menghayati dan
menginternalisasi ajaran agamanya sehingga
berpengaruh dalam segala tindakan dan cara
pandang hidupnya. Keyakinan agama yang
tinggi mampu untuk mengurangi perilaku
ilegal melalui rasa bersalah diri, terutama
dalam kasus penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Basri
(2014) juga menemukan bahwa religiusitas
berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
Agama dipercaya dapat mengawasi perilaku
seseorang, karena semakin tinggi tingkat
pemahaman seseorang mengenai religiusitas,
maka ia dapat mengontrol perilakunya
seperti menghindari penggelapan pajak.
Religiusitas yang tinggi menyebabkan etika
yang lebih tinggi, karena didalam etika
seorang akuntan harus mempunyai sikap
tanggung jawab, jujur dan integritas dan
harus memperimbangkan moral dan juga
profesional dalam semua kegiatan yang
dilakukan sehingga menurunkan tingkat
penggelapan pajak.
Pengaruh  Detection
Penggelapan Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis kedua
diperoleh  kesimpulan bahwa terdapat
perbedaan antara detection rate yang lebih
tinggi dan yang lebih rendah terhadap
keinginan untuk melakukan penggelapan
pajak, terlihat pada kasus ketiga dengan
tingkat deteksi yang lebih tinggi vyaitu
sebesar 25% penggelapan pajak yang
dilakukan lebih  rendah, dibandingkan
dengan kasus pertama dengan tingkat deteksi
1% dan kasus kedua sebesar 5%. Hal ini
ditunjukkan dari hasil selisih mean atas
jawaban responden dari tiga kasus yang
diberikan, untuk kasus pertama diperoleh
selisih mean 3,45 sedangkan pada kasus
kedua adalah sebesar 3,60 dan kasus ketiga
adalah sebesar 4,33. Hasil ini diperkuat
dengan nilai p-value = 0,000/2 = 0,000 <

pada

Rate terhadap



0,05 terdapat perbedaan yang signifikan
dalam  melakukan penggelapan  pajak
dipengaruhi oleh besarnya kemungkinan
terdeteksinya kecurangan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Lewis et al.
(2009) tingkat  deteksi  berpengaruh
signifikan terhadap keinginannya dalam
membayar pajak karena mereka memiliki
keinginan untuk memaksimumkan
kepuasannya. Penelitian ini juga sejalan
dengan penelitian Ayu dan Hastuti (2009)
hasil penelitiannya menyatakan bahwa
semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya
kecurangan pajak, maka tingkat penggelapan
pajak akan semakin rendah.

Hasil penelitian Hasibuan (2014) dan
Pulungan  (2015) juga  menemukan
pemeriksaan pajak berpengaruh negatif
terhadap penggelapan pajak. Pemeriksaan
pajak dilaksanakan dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Persentase
kemungkinan suatu pemeriksaan pajak
dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan
dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan
wajib pajak sehingga berpengaruh pada Tax
Evasion.

Pemeriksaan merupakan hal yang harus
dilakukan oleh otoritas pajak untuk
mendeteksi adanya kecurangan yang
mungkin  terjadi  dalam  pelaksanaan
kewajiban perpajakan, seperti pelaporan
keuangan fiktif atau tidak menunjukkan
keadaan yang sebenarnya. Ketika wajib
pajak merasa bahwa presentase kemungkinan
terdeteksinya kecurangan melalui
pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi,
maka mereka akan lebih memilih untuk
patuh terhadap aturan perpajakan dan tidak
melakukan penggelapan pajak (Indriyani,
2016).

Pemeriksaan yang dilakukan oleh
otoritas pajak dengan tujuan agar wajib pajak
dapat menjalankan tanggung jawab yang
telah diberikan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Wajib
pajak merasa takut apabila ketika adanya
pemeriksaan pajak dan ternyata terbukti
melakukan kecurangan, maka dana yang
akan dikeluarkan untuk membayar denda
akan jauh lebih besar daripada jumlah pajak
yang seharusnya mereka bayar.
PENUTUP

Penelitian ini bertujuan melihat apakah
terdapat pengaruh religiusitas terhadap
penggelapan pajak dan melihat apakah
terdapat perbedaan pada detection rate
berpengaruh  pada penggelapan pajak.
Berdasarkan hasil temuan penelitian dan
pengujian hipotesis yang telah dilakukan
dapat disimpulkan sebagai berikut: (1)
Religiusitas  berpengaruh  negatif  dan
signifikan terhadap penggelapan pajak. Jika
seseorang memiliki religiusitas yang tinggi
maka mereka akan cenderung memiliki
tingkat kepatuhan perpajakan yang lebih
tinggi.(2) Terdapat perbedaan antara
detection rate yang lebih tinggi dan yang
lebih rendah terhadap keinginan untuk
melakukan penggelapan pajak. Dimana
semakin  tinggi  tingkat terdeteksinya
kecurangan pajak, maka penggelapan pajak
akan semkain berkurang.
Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan
antara lain sebagai berikut: (1) Pengukuran
variabel hanya  mengandalkan  pada
pengetahuan responden yang disampaikan
secara tertulis melalui kuesioner belum
mencerminkan keadaan sebenarnya yang
akan berbeda apabila data diperoleh melalui
wawancara  secara  langsung  dengan
responden. (2) Objek penelitian hanya
mencakup pada mahasiswa akuntansi saja
dan tidak melihat persepsi penggelapan pajak
pada wajib pajak. (3) Penelitian ini hanya
dilakukan di Universitas Negeri Padang dan
Universitas Andalas. Oleh karena itu,
kesimpulan pada penelitian ini belum tentu
dapat digeneralisasi ke populasi mahasiswa
yang lain. (4) Lingkup penelitian ini hanya



berada di kota Padang, sehingga akan lebih
baik apabila diperluas ke kota lainnya.
Saran

Dari hasil penelitian ini maka dapat
diajukan beberapa saran yang dihasilkan dari
penelitian ini: (1) Penelitian ini hanya
melihat pengaruh penggelapan pajak pada
faktor religiusitas dan detection rate. Untuk
penelitian  selanjutnya  dapat  melihat
penggelapan pajak dengan pengaruh gender
dan deskriminasi terhadap penggelapan
pajak. (2) Penelitian ini masih memiliki
keterbatasan, yaitu pada metode penelitian
yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya
dapat dilakukan dengan metode lapangan
dan wawancara. (3) Penelitian ini hanya
melihat persepsi penggelapan pajak hanya
pada mahasiswa akuntansi, untuk penelitian
selanjutnya dilakukan dengan melihat
persepsi penggelapan pajak pada akuntan
profesional dan wajib pajak.
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Tabel 13
Ringkasan Uji Asumsi Klasik Hipotesis Pertama

Uji Normalitas Uji Uji Heteroskedastisitas
Multikolioneritas
UjI.KO|mOgI’OV 0,045 Model Sig.
Smirnov
VIF 1,000 1 (constant) 0,255
Asymp. Sig 0,200
Religiusitas 0,369
Tabel 14
Ringkasan Uji Regresi Sederhana
Uji F Uji Determinasi Uji Analisis Sederhana
F Sig. R R Square Model B T Sig.
13,309 | 0,000 0,269 0,072 1 (Constant) 94,857 | 7,842 0,000
Religiusitas -0,402 | -3,648 | 0,000
Tabel 15
Ringkasan Uji Asumsi Klasik Hipotesis Kedua
Uji Normalitas
Uji Homogenitas
Kasus 1 Kasus 2 Kasus 3
Kolmogrov- Levene
Smirnov Z 0219 0.228 0414 Statistic 8,082
Asymp. Sig. 0,000 0,000 0000 | 1% 0,000
(2-tailed)
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Tabel 16
Ringkasan Hasil Uji Parametik dan Non-Parametik

Uji Parametik

Uji Non-Parametik

Uji One way ANOVA

Uji Kruskal Wallis

Penggelapan Pajak Penggelapan Pajak
Descriptives Ranks
Mean Mean Rank
Probabiitas 1% 3,45 Probabiitas 1% 219,63
Probabiitas 5% 3,60 Probabiitas 5% 236,21
Probabiitas 25% 4,33 Probabiitas 25% 324,16
Total 3,79 Test statistics Asymp.Sig
ANOVA Sig. 0,000
Between Group 0,000
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